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REVISI UU MD3

MKD Janji Tak Langgar Asas Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS ~ Mahkamah
Kehormatan Dewan  berjanji
mengedepankan kehati-hatian
dan menjunjung tinggi asas de-
mokrasi untuk menjalankan ke-
wenangan barunya di Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2018

tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD atau MD3. Demikian
pula saat penyusunan tata ber-
acara sebagai peraturan turun-
an UU tersebut, MKD tak me-
ninggalkan asas demokrasi
“Untuk melaksanakan fungsi
tugas, dan wewenang bar,
MKD prinsipnya akan menjun-
Jung tinggi asas demokrast dan
kehati-hatian,” kata Ketua MKD
dari Fraksi Partai Gerindra Suf-
mi Dasco Ahmad, Kamis (15/3),
di kompleks Parlemen, Jakarta,
Menurut Sufimi, langkah ini
termasuk saat merevisi tata ber-

acara MKD sebagai aturan tu-

runan UU MD3 yang akn jadi
pelaksanaan kewenangan baru
MKD. Ketentuan dalam tata
beracara MD3 dijanjikan akan
dibuat lebih detail unuk me-
nepis kekhawatiran publik.
Berdasarken UU No 2/2018
tentang MD3, ada dua kewe-

nangan baru MKD dalam Pasal
122 dan Pasal 245, Pasal 199

menyebitkan, MKD mengam-

bil langkeh huum dan/atau

langkah lain terhadap orang

perseorangan, kelompok orang

atau badan hukum yang meren-
dahkan kehormatan DPR dan
anggota DPR. Sementara Pagal
245, pemanggilan dan permin-
taan keterangan anggota DPR
sehubungan dengan terjadinya
tindak pidana yang tak terkait
pelaksanaan tuges harug dapat

persefujuan tertulis presiden
setelah ada pertimbangan MKD.
"Kam akan hati-hati merumus-
kannya agar tak melahirkan ke-
takutan publk dikeiminalisast
Karena dianggap merendahkan
DPR,” katanya.

Sufmi. memberi contoh tata
beracara MKD: Pasal 122, yang
akan defall merumuskan pe-
ngertian merendahkan kehor-
matan DPR dan anggota DPR.
"Jika pihak yang dinilai meren-
dahkan kehormatan' DPR itu
media massa, MKD akan mem-
proses dengan falur Dewan Pers
sebagai pengawas pers,” ujar-
nya,

Terkait Pasal 245, salah satu
langkah yang ditempuh mem-
buat nota kesepahaman antara
Polri dan Kejaksaan Agung

Hal senada diungkap Waki

Ketua MKD dari Fraksi Partai
Hanura  Sarifuddin ~ Sudding,
"Peran MKD sebatas jadi me-
diator DPR atau anggota DPR
dengan pihak - yang dinilai
merendahkan DPR dan anggota
DPR,” katanya,

Presiden Joko Widodo sebe-

lumnya memutuskan tidak me-

nandatangani UU tentang Per-
ubahan Kedua atas UU No-
172014 tentang MD3, Namun,
peraturan yang pada 12 Februari
lalu disetujui DPR dan pemerin-
tah Jadi UU tetap berlaku se-
bagal UU, Kamis ini. Terkait
dengan UU itu, sejumlah ele-
men masyarakat sipil terus
menggalang dukungan menolak
UU tersebut, (APA/GAL/DDO7)
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